
PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2O2L

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERTNTAH NOMOR 22 TAHUN 2O2O

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketenttran Pasal 52 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Perahrran
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OLT tentang Jasa
Konstruksi;

Mengingat Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6O18);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6573);

4.Peraturan...
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REPUBLIK INDONESIA
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20. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51A

(1) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:

a. melaksanakan penjaminan mutu (quality
assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari
tahapan persiapan pengadaan, persiapan
dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan
Konstruksi, sampai dengan serah terima
akhir pekerjaan;

b. membantu Pengguna Jasa dalam proses
persiapan pengadaan dan pemilihan
Penyedia Jasa;

c. membantu Pengguna Jasa dalam melakukan
persetujuan atau penolakan perubahan
Kontrak;

d. melakukan verifikasi atas tagihan
pembayaran;

e. membantu Pengguna Jasa dalam
menghitung nilai perolehan aset; dan

f. membantu Pengguna Jasa ketika dilakukan
audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah
terima akhir pekerjaan.

(21 Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen
Konstruksi.

21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal59...












































































































































































































